BAB Il

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi
Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26

Feb 018 di bawahwregister perkara nomor 172/Pdt.G/2018/PN. Tng.,

engajukan gugatan, deagan penan tergugat sebagai berikut:

Juliana Dharmadi, warganegara Indonesia, yang beralamat di Jalan

Sutera Flamboyan | No 61 RT 003/ Alam Sutra Serpong, Tangerang

elatan, dalam hal i Siagian, SH,

Siana Dipo S H, Rudy Marluhut

\ SH, No Ande ardosi, SH dan

Pardomuan Randjaitan, SH, Para Atwalk& pada Kantor Advokat Madden

ssgin gy, I AR AMVANG e 15

Floor JI. Kebon 75 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat
kuasa khusus tertangga anuari2018, selanjutnya disebut sebagai:
Penggugat; Melawan;

2. Dr. Ferdy Limawal (dokter spesialis anak), beralamat di Jin. Sutera
Kirana Il No. 47B Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan,
selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;

3. Rumah Sakit Omni Alam Sutera, beralamat di JI. Alam Sutera Boulevard

Kav. 25 Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Banten

15325, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;
35
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4. Dr. Antonius Herry Soedibyo (dokter spesialis kandungan),
beralamat di JI. Gunung Salak No. 03 Lippo Karawaci RT.003/003
Bencongan Indah, Kelapa Dua, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai:
Turut Tergugat ;
B. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah pada
pokokhya mengenaimperayatan yang-tidak maksimal dari Tergugat | dan Tergugat
I, a bayi kembar Penggugat menalaﬁpermanen (kebutaan dan mata

flihat dan bahkan salah satu dari

silinder) harus memakai alat bantu untuk

al=te .;.;,;... i eh kelalaian,
u 3 idak-tidaknya tidak

epagal berikut:

me mengalami kebutaan=pe}

kek hati-hatian Tim Do

abang, bahwa

disangkal

1. Bahwa “Peng KAIR“WANGChrlstophel 9

(sembilan) ta dandayden Christophel 9 (sembilan) tahun;

2. Bahwa Jared Christo

ayden Christophel lahir premature pada
saat usia kandungan memast mIng aitu_pada tanggal*26 Mei
2008;
3. Bahwa kedua bayi kembar tersebut lahir dalam kondisi lahir premature
pada usia 33 (tiga puluh tiga) minggu dimana berat badan masing-
masing bayi tersebut adalah:
a. Jared Christophel :1,5 Kg;

b. Jayden Christophel : 1,35 Kg.
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4. Bahwa karena kedua bayi Penggugat tersebut dilakukan penanganan
medis yaitu melakukan perawatan dengan memasukkan kedua bayi
tersebut kedalam ruang incubator terpisah selama 42 hari;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2008 Tergugat | memperbolehkan

Penggugat untuk pulang dari rumah sakit dan membawa kedua bayinya

tersebut dengan alasan Tergugat 1l sudah mengizinkan Penggugat untuk

e erawatan ternadap keduabayi kembar tersebut di rumabh;

enimbang, bahwa yang me jadﬂzlgketaan antara kedua belah

adalah mengenai gugatan perbuatan

elawan hukum yang diajukan

gat kepada Tergugat ria-dan-berada nggungjawab
Tergt Il, yang dalam ak enyembuhan,
kesehata amanan, kenya : 3 , tetapi berakibat

kebutaan totahpe Jare Al smbilan)-tahue ata stlinder Jayden

KARAWANG

Menimbang, bahwa O

Christophel 9 (s€
C. Amar Putusan
dapatydipertanggungjawabkan orang yang
melakukan perbuatan melawan huku asal 136 1Perdata_menemttkan
4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligt psurEtmsur
perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain:

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;

2. Adanya kesalahan;

3. Terjadinya kerugian;

4. Adanya hubungan kausalitas;
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Menimbang, bahwa dalam sebuah karangan yang ditempatkan di
majalah Rechtsgeleerd Magazine (tahun 1887) oleh Molengraf dikemukakan :
Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada Pasal
1365 KUHPerdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan
suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang -
undan yang atwkaedah-kaedah sosial\ Anggapan ilmu hukum ini
diterima dalam yurisprudensi tahun 19.ii§enjelasan diatas dapat kita

lawan hukum seperti tercantu

ketahui bahwa setelah tahun 1919 perbuatan /-

m

m Pasal 1365 KUH=Pef ..;_..‘.:_,.;.: n dengan
unda dang, tetapi juga ok rma sosial
dan norma=nerma yang Ialn pUat elanggar hukum

tersebut,adalah’

- TN ga”KWNR”RWA;NG

2. Melanggar haksubyektif orang lain;

3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatlitan, ke a S ati ;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam d8 gatannya.-mendalilkan,
bahwa pada halaman 23 Pedoman Pelayanan Medis Ikadan Dokter Anak
Indonesia (PPM IDAI tahun 2009) dijelaskan bahwa bayi yang lahir dengan berat
badan kurang dari 2.500 gr dikategorikan sebagai Bayi Berat Lahir Rendah
(BBLR), kedua bayi tersebut lahir dalam keadaan premature pada usia 33 (tiga

puluh tiga) minggu maka seharusnya Tergugat | melakukan pemeriksaan
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terhadap mata sebagaimana disebutkan pada halaman 26 Pedoman Pelayanan
Medis lkadan Dokter Anak Indonesia (PPM IDAI tahun 2009) pada bagian
Lain-lain dan Rujukan, disebutkan bahwa: “pada umur 4 minggu atau
selambat-lambatnya usia koreksi 34 minggu konsultasi ke dokter spesialis mata
untuk evaluasi kemungkinan Retinophaty of Prematurity (ROP)”. Sehingga
sebagai dokter spesialis anak, Tergugat | terikat kepada Standar Pelayanan Medik
dari atan g Apak_Indonesia IDAI):Eimana sesuai dengan Pedoman
Pel an Medis yang dikeluarkan oleh Ik okter Anak Indonesia (IDAI),

bayl yang berusia 4 minggu atau berusia korg

si 32-33 minggu harus dilakukan

pe saan terhadapada at ejald_Retinoph turity (ROP)
atau prematuritas org
\ abang, bahwa ang Surat rangan Lahir (Birth

Certificate) ‘Ne 8-atas | nama : ophel tertanggal

mﬂﬁWﬂ NG e

No. 0000047/KB/OIRSi2008%atas nama Jayden Christophel tertanggal 3 Juni

3 Juni 2008, ala
2008, bukti tersebut bersestdian dengan alat bukti surat P-5 tentang Akta
Kelahiran Nomor : AL. 35772 atas na ared™C pphel, dan ala I stirat
P-6 tentang Akta Kelahiran Nomor : AL. 357 aydens@hFIStophel,
serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya
menerangkan bahwa anak penggugat bernama Jared Christophel dan Jayden
Christophel pada tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim

berpendapat jika Tergugat | tidak dapat digugat telah melakukan perbuatan
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melawan hukum dengan mendasarkan pada Pedoman Pelayanan Medis Ikatan
Dokter Anak Indonesia tahun 2009, (PPM IDAI tahun 2009), dimana kedua anak
Penggugat dilahirkan pada tanggal 26 Mei 2008, hal tersebut bersesuaian dengan
keterangan ahli Dr.dr.Rinawati,R. Sp.A (K), yang pada pokonya menerangkan
bahwa sebelum tahun 2011 pemeriksaan mata pada anak bayi premature
dilakukan pada saat umur 6 (enam) minggu, tapi sekarang kami minta dipercepat
menjatii4_(em inggu, dan terfiyata sebelym PPM IDAI tahun 2009, telah ada
dite an Standar Pelayanan Medis eseiknak Tahun 2004 sebagaimana

bu 1,TH-20.

i dengan P-6
a

enimbang, bahwa Sefelah Fencer Okt i
dika engan bukti TI,T , ternyata |Seje ir
yaitu tanggali6 Mei 2008, s ga I ; gugat meninggalkan

k penggugat

Rumah SakithOmni pa Ung maka masa

perawatan keduaiana nggKAﬂArWaANG (empat puluh
dua) hari atau sama dengan 6(€mam) minggu.

Menimbang, bahwa befdasa bukti P-7 dan P-8 (menerangkan jjika
kedua anak Penggugat lahir pre e, 18 ngou),
dihubungkan pula dengan bukti TI,TII-12 , yang™g angkai gugat |
pada tanggal 1 Juli 2008 telah memerintahkan agar kedua anak Penggugat di
konsultasikan kepada dr.Rini,Sp.M, tetapi karena dr.Rini,Sp.M tidak berada
ditempat sedang berada di Hong Kong, maka jadwal konsultasi kedua anak

Penggugat beruba menjadi tanggal 7 Juli 2008.

Menimbang, bahwa waktu yang tetapkan oleh Tergugat | untuk konsultasi
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kedua anak Penggugat kepada dr.Rini,Sp.M, pada tanggal 1 Juli 2008, dan beruba
menjadi tanggal tanggal 7 Juli 2008, menurut Majelis Hakim tidak melanggar
Standar Pelayanan Medis kesehatan Anak Tahun 2004, yang menetapkan pada
umur 6 minggu konsultasi ke dokter spesialis mata untuk kemungkinan adanya
Retinophaty of Prematurity (ROP).

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti surat berupa Ketetapan No.
Pol : ap/f4d 009/Dit Reskrimum teptanggal 16 Nopember 2009 oleh
Kepolisian Daerah Metro Jaya, di beri tar*ﬂl — 21, tentang penghentian

gat) karena tidak cukup bukti,

peayadikan Dr.Ferdy Limawal, Sp.A. (Ter

se a Tergugat | harus ] .._....... tan melawan

\ abang, bahwa

ah mela

huk
lam melayani kedua

anak Pengguga

Medis kesehataNJANG KARpAW AN\Guk melakukan

konsultasi tidak dilakse aka hal tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat

andar Pelayanan

Il (Rumah Sakit Omni Ala ute elaku pihak penyelenggara pelayanan

kesehatan, bahwa tidak adanya dr.Rint;"SpelM., di'temipatseharusnya tidak'menjadi

halangan bagi kedua anak Penggugat mendapatka esehatan yang
baik, sebagaimana yang atur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi ” Rumah Sakit mempunyai tugas
memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna”, didalam
penjelasannya diterangkan bahwa yan g dimaksud dengan Pelayanan kesehatan

perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
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tenaga kesehatan untuk memelih ara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Sehingga Tergugat Il telah
melakukan perbuatan melawan hukum dalam kriteria perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang, bahwa Surat Permohonan  Audit Medik No.
002/Wadir.111/1\VV/2009 tentang Pembahasan Kasus Pasien di beri tanda T.I, TIl —
23, d Ke in Audit Medik"Rumah Sakit Omni Alam Sutera tertanggal 28
Ap 009 atas Kasus Pasien Bayi k emﬁfz di beri tanda T.I, TIl — 24,

menurut hemat Majelis Hakim tidak cukup

Te at 11 jika Tergugat |Efetah rembe
audi ebut adalah auditUh
indepe \
perpendapat

KARAWANG

hirkan kedua anaknya, sehingga Turut Tergugat

uk membuktikan dalil sangkalan

baik, karena

oleh auditor

jika apa yang menjac
terjadi setelah PenggU
dalam kapasitasnya sebagai dokter kandungan (bukti P- 9 sampai dengan P£11)
tidak lagi memiliki tanggungjawab;<@leh ka i t Terg rus
dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan mefa m

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini telah
berpendapat jika Tergugat Il telah terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum, sehingga terhadap petitum yang dimohon Penggugat dipertimbangkan
sebagai berukut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang agar Majelis Hakim agar
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menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim
berpendapat jika petitum tersebut berhubungan dan tergantung dengan petitum
lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang agar Majelis Hakim agar
menyatakan Para Tergugat secara sah dan terbukti telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum terhadap Penggugat, Majelis Hakim telah berpendapat jika
dalam perkaie imimhanya, T erguga ang tglah terbukti melakukan perbuatan
melawan hukum dalam Kkriteria perb tanﬁmrtentangan dengan kewajiban

dapat dikabulkan dengan amar

hu si pelaku, sehingga petitum terseb

“Menyatakan Tergugat II s
Mela ukum terhadap P“

\ abang, bahwa i ajelis Hakim agar
Menghukum RarahT ergugat o aibays n sekaliggus
kerugian materiiiye rrKAﬂ AWﬂ;NGO .043,- (enam

ratus tujuh puluh satu atus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah).

n Perbuatan

Menimbang, bahwa hadapiikerugian materiil yang dimohon pleh

Penggugat, Majelis Hakim akan meng an dapat_bukti_riikmyata Jdan
pantas terhadap kerugian yang dialami Pengg penghukun untuk
membayar hanya dibebankan kepada Tergugat Il, dengan perincian sebagai
berikut:
1. Menimbang, bahwa terhadap biaya untuk Jared Christopel
dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Biaya perawatan Jared Christopel di omni Hospital Alam Sutera
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sejumlah Rp.51.076.356,-, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap
biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Penggugat dan
kedua anak Penggugat dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera,
tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban
Penggugat;

Biaya di Klinik Mata Nusantara (USG OTAL), biaya di Klin ik Mata
‘ u(dr. OTA biaya/\Rumah sakit Mata AINI (dr.
Lumongga), biaya Rumat SalizzAlNl (USG OPTAL), biaya dr.

Najib 3 x Rp. 200.000,-, biaya KJ

ik Mahendra 6 x Rp. 200.000,- ,

Obat dari KI|n| tahth POO8 i ahendra 6 x
Rp. 200.000,-, , USG Klinik

ahendra 6 x Klinik Mahendra 4

, sejumlah
CHARAWANG: =
dapat dik Kamhhal tersebut berdasarkan bukti pembayaran yang

dilakukan Pengg ds

eterangan saksi Wibisana dan Wiwin
Supriyana;

»

Biaya teraphy Prof. Abdurahman, B ahun 2008s2009), dan
Teraphy Prof. Abdurahman, Bintaro (tahun 2010-2015) atau nomor
urut 13 sampai dengan 14, tidak dapat dikabulkan karena tidak
disertai bukti;

Biaya Visa Australia 2008, Visa Australia 2009, Visa Australia

Juliana Dharmadi (Klien) Tahun 2009, Visa Australia Juliana
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Dharmadi (Klien) Tahun2009, biaya passport Australia Jared 2008,
biaya passport Australia Juliana Dharmadi (Klien) Tahun 2008,
Tiket penerbangan Qantas tahun 2008, Tiket penerbangan Qantas
Juliana Dharmadi (klien) tahun 2008, Tiket penerbangan Qantas
Juliana Dharmadi (klien) tahun 2009, Biaya akomodasidi Australia
tahun 2008, Biaya akomodasi di Australia 2009 atau nomor urut 15
S imdengan 26, sejumlah Rp¥7.900.000,00.-, dapat dikabulkan
hal tersebut berdasarkan ﬁkembayaran yang dilakukan

Penggugat dan keterangan saksi Wibisana dan Wiwin Supriyana,

serta saksi Alfré@e-Bastian:
Biaya SekolahU
2012, dan biaya uné
apulkan karena

"NGKARAWANG

Bahwa keselur biaya Jared Christopel yang dapat dikabulkan

tahun 2010-

tahun 2014-2017 &

adalah sejumlah Rp. 0.000,00:+Rp.77.900.000,00-=Rp91.250.000;00-

(Sembilan puluh satu juta dua ratusdima pult pia

2. Menimbang, bahwa terhadap biaya ayden istopel
dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Biaya perawatan Jayden Christopel di omni Hospital Alam Sutera

sejumlah Rp. 57.863.687.,-, Majelis Hakim berpendapat jika

terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama

Penggugat dan kedua anak Penggugat dirawat di Rumah Sakit Omni
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Alam Sutera, tidak dapat dikabu Ikan karena hal tersebut sudah
menjadi kewajiban Penggugat;

b. Biaya di Klinik Mata Nusantara (USG OTAL), biaya di Klinik Mata
Nusantara (dr. Optal), biaya Rumah sakit Mata AINI (dr.
Lumongga), biaya Rumah Sakit Mata AINI (USG OPTAL), biaya
dr. Najib 3 x Rp. 200.000,-, biaya Klinik Mahendra 6 x Rp.

“““ ahun 2008;~biaya ik Mahendra 6 x Rp.200.000,-
tahun 2009, USG Klinik aheﬁx Rp. 500.000,- (tahun 2008),

USG Klinik Mahendra 4 x Rp. £00.000,-(tahun 2008) atau nomor

urut 2 sampai (sebelas juta

enam ratus li hal tersebut

)erdasarkan bu i an Penggugat dan

' mmw A NG)S 2009), tidak

dapat dike arena tidak disertai bukti;

d. Baiaya visa AuS p_Christopel 2008, biaya visa Australia
Jayden Christopel 2009 biaya, pasSportsA alia Jaydeng@hristopel

Kan-h ersebut

2008, sejumlah Rp2.700.000,00.-,

berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan Penggugat dan
keterangan saksi Wibisan a dan Wiwin Supriyana, serta saksi
Alfredo Bastian;

e. Bahwa keseluruhan biaya Jayden Christopel yang dapat dikabulkan

adalah sejumlah  Rp.11.650.000,00- + Rp.2.700.000,00- =
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Rp14.350.000,00-(empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah);
Menimbang, bahwa dari uraian biaya tersebut di atas, maka keseluruhan
yang harus dibayar Terguggat Il adalah sejumlah Rp91.250.000,00- +
Rp14.350.000,00- = Rpl105.600.000,00- (seratus lima juta enam ratus ribu

rupiah).

Viepimbang™bahwa,_terhadap-.petitu ang agar Majelis Hakim agar

me kum Para Tergugat untuk mem kerugian immaterial sebesar

Rp:2:000.000.000,- (dua milyar rupiah), / lis Hakim berpendapat selama

pe gan berlangsung tlj : alat bukti

ataup C|an yang dapat
yang selesarhyang didalilka

miliar rupial)jo aren
Menimba pahwa tK\ARtAWkNGS Hakim agar

menghukum Para Tergt membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

n immaterial

0.000.000,00,- (dua

10.000.000,- (sepuluh juta rug harinya sejak tanggal perkara afquo
berkekuatan hukum tetap, apabila Para guat [ala AumelakukangiSr putdsan
ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan kete . yang
mengatur bahwa, sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk
sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka penghukuman uang
paksa tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang agar Majelis Hakim agar

menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta
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benda milik Tergugat Il yang terletak di:
1. JI. Alam Sutera Boulevard, Kav. 25, Pakulonan, Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten 15325 Indonesia (Tergugat I1).
2. JI. Sutera Kirana Il1, No. 47B, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan,
15326, Indonesia (“Tergugat ).

Bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim tidak pernah menetapkan

jaminan adap=barang tidak bergerak frsebut, sehingga petitum tersebut
tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitu

yang agar Majelis Hakim agar

menyatakan sah dan berhar _to rhadap harta
bendé Para Tergugat U i h dalam surat
permoh@nan tersendiri, Maje . at"jik ggugat tidak pernah
pula mengajukaAhpermohona A rsebut harus
KARAWANG

hadap permohonan Provisi yang dimohonkan

Menimbang, be

Penggugat, agar memerintahk epadagPara Tergugat untuk tidak melakukan
perubahan susunan pengurus dan pPemegang Se erta__pengalifan gset
perusahaan Tergugat selama proses perkara a quO™8 dengan
memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi tersebut, Majelis Hakim
berpendapat jika selama persidangan ini Penggugat tidak pernah membuktikan

permohonannya tersebut, dan apa yang dimohon oleh Penggugat bukanlah suatu

hal yang sifatnya mendesak yang memerlukan tindakan sementara, sehingga
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permohonan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian
dan Tergugat Il berada di pihak yang kalah , maka para Tergugat Il harus dihukum

untuk membayar biaya perkara.




BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. goung Jawab Mukum Rumah Sakit
edudukan Hukum Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi layanan kesehatan bagi masyarakat

luas, sebagaimana_diatur peraturan perundang-undangan yang

termuat dalam U— : p i pelayanan
ehatan bagi : kﬂndiri yang
pengaruhi gleh-perkembangan.i getahuan-kesehatan, kemajuan
tek dan kehidupan sosial €R® masyarakat. Tujuannya adalah
meningkatka ayalia : RAWA_NGrjangkau bagi

masyarakat agariterwu

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit ada uattrunit,pelayanan yang memiliki bagian-

bagian emergency, pelayanan;“i@an,  rehal Dalam _gfintas

perhubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu
sistem sosial, Rumah Sakit merupakan organ yang memiliki

kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling).>

Rumah Sakit bukan manusia dalam arti "person™ yang dapat berbuat

%0 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumasakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 91
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dalam lintas hukum masyarakat sebagai manusia (natuurlijk persoon),
namun ia (Rumah Sakit) diberi kedudukan menurut hukum sebagai
person dan karenanya Rumah Sakit merupakan "rechtpersoon” dan oleh
karena itu Rumah Sakit dibebani dengan hak dan kewajiban menurut
hukum atas tindakan yang dilakukannya.
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor
009, Tentang"Rumah Saklt, menyatakan bahwa rumah sakit
dapat didirikan oleh Pemeri tahjfﬁ\Zntah Daerah, atau swasta. Jika
didirikan oleh swasta, maka har ,4 berbentuk badan hukum yang

kegiatannya hany e
apat dibagi menj
g-masing da

n
KARAWANG

Pemerintah “\Daere pengelolaannya  diselenggarakan berdasarkan

Rumah sakit

privat, yang

Pemerintah Daerah,

pengelolaan Bada anani@mum (BLU) atau Badan Layanan Ugium
Daerah (BLUD) sesuai dengan Ke Ay peraturan . perundang-
undangan. Sementara itu, untuk ruma 0 badan
hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau
Persero.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
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perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan
menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara, Persero adalah badan usaha milik
negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
gwseluruh atatrpaling sedjkit 51% sahamnya dimiliki oleh
negara Republik Indonesia yang izamanya mengejar keuntungan.

an Terbatas dan Persero diatas,

Berdasarkan definisi Perserg

bentuk badan huk ers n r :.. da enuhi unsur-

nsur sebagai sebagaimana

\ aksud dalam P g Nomor 44 Tahun

009 Te oIS Lyore mengejar

‘“”1(ARAWANG

awapRumah Sakit Sebagai Badan Hukum

profite
b. Tangg

Dalam ha dapatieisimpulkan bahwa rumah sakit sebagai
institusi pelayanan kesehatandtidak ha ibatasi_semata.mata umtuk
tujuan sosial saja, namun juga d ndangamemberikan
kemungkinan bagi pelayanan rumah sakit untuk didirikan dengan tujuan
komersial. Jika demikian, maka berjalan nya rumah sakit privat harus

sejalan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham.
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Dengan ketentuan ini, maka harus tetap diingat bahwa
kepentingan bisnis oleh pemilik usaha dalam bidang jasa rumah sakit
harus tetap memperhatikan hak-hak pasien baik sebagai pihak yang
harus dilayani kesehatannya maupun sebagai konsumen. Sedangkan
rumah sakit publik, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta

badan hukum nirlaba, maka meskipun memiliki tujuan sosial namun

eta memiliki pelayanan yani?aik terhadap pasien.
Rumah sakit sebagai ba kum memiliki tanggungjawab

yang sama dengan badan hukum innya, sebagaimana telah diurai

diatas. Sehlngga nya imemil ik ang konkrit

\

erhadapnya. Ru

jawab untuk

ajalankan setlap r didalam Undang-

aKit, ataupun

KARAWANG

Berds an Rasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44
tahun 2009, rumah@8akit mpunyai tanggung jawab atas kerugian
yang diderita oleh seseorang“akibat kela enaga kesehatams@t rumah
sakit. Hal ini dapat diinterpretasikan sebage

Pertama, rumah sakit hanya bertanggung jawab atas kerugian
yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit; kedua,
rumah sakit tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun jika
tidak ada bukti adanya kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit;

ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas tindakan kesengajaan
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dari tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada seseorang,
karena hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit; dan
keempat, rumah sakit hanya bertanggung jawab atas kelalaian tenaga
kesehatan yang terjadi di rumah sakit.

Dalam kasus yang penulis kaji, disini Rumah Sakit Omni Alam
Sutra atau tergugat 1l, merupakan rumah sakit yang berada dibawah
naung takl, berbentuk~Perserogh, Terbatas, Rumah Sakit Omni
Internasional adalah sebua ruihit swasta yang berlokasi di

grpong Utara, Tangerang Selatan,

Mediatama

cabang dari
(OMC) yang telah
elas bahwa
seK&ARaAWANrGan memiliki
tanggungjaw AN hak yang sama sebagaimana Badan Hukum pada
umumnya.
c. Tanggung Jawab Ruma aga ehatan
Diperlukan kesepakatan yang nie outenaga.medis; pasien,
dan medis dalam melakukan tindakan medis di rumah sakit. Persetujuan
medis memiliki peran ganda, yaitu memberikan manfaat bagi tenaga
medis dan pasien.

Bagi tenaga medis, kesepakatan dan persetujuan sebelum

tindakan medis dilakukan dapat menjadi pembelaan jika terjadi gugatan
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atau tuntutan dari keluarga atau pasien terkait akibat yang tidak
diinginkan. Bagi pasien, persetujuan tindakan medis memberikan rasa
nyaman dan perlindungan diri jika terjadi malpraktik dan
memungkinkan mereka untuk menuntut hak-hak mereka.

Pada tindakan medis beresiko tinggi, persetujuan tindakan medis

biasanya dituangkan secara tertulis dalam rekam medis karena berkaitan

den jiban yang™diatur dalam hukum dan peraturan. Rekam

medis mencakup identitas™pasigly; tindakan medis, dan pelayanan

kesehatan yang berkaitan dengan pémeriksaan dan pengobatan, dan

diatur oleh UndaRg=Undang Noni
erugian pada akibat :
tanggung jawab

secara te ara pasieg_dan-{énaga_peeie™daPal menjadi bukti

otentikitialam eneMRﬂWANiGrjadi kelalaian

dalam tindak

Jika terjadi

ak menuntut

awal yang dibuat

Kelalaian tenaga is dalam pelayanan kesehatan dapat
menggunakan Pasal 1371 {Perdate agai_dasar_h ugtuk
menuntut ganti rugi atas biaya pengobate akibat
kesalahan profesional.®* Tindakan melawan hukum dapat digunakan

sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepada dokter jika

51 Asvatham, Ni Komang Hyang Permata Danu, dan Sagung Putri M.E Purwani.
“Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis.” Jurnal
Kertha Semaya 8, No. 4, 2020, him. 514-515
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tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatutan
berdasarkan peraturan hukum dan kode etik profesinya.®

Kelalaian institusi, yang dikenal sebagai corporate negligence,
harus menjadi tanggung jawab dari institusi tersebut ketika terjadi
kelalaian oleh tenaga medis dalam melakukan tindakan medis pada

pasien di rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kontrol dan

Den amyang dilakukan_oleh rymah sakit, sehingga menyebabkan

kelalaian terjadi. Rumah Sakit ai institusi yang memberikan

layanan pengobatan (cure and care) fianggap bertanggung jawab untuk

’I

memantau semua itasyang teradi=di=wi bertanggung
jawab atas segala ng terjad aya.
Dalam per te I ; kesehatan, rumah

s menjad : darl tanggung
jawab : sukKwRﬁWNiNGang dilakukan
oleh tenaga ehatan di bawah naungan rumah sakit.>® Pengaturan
terkait tanggung jav u akit secara hukum diatur dalam Pasal 46
Undang-Undang Nomor 44 0C : akitf"Dengan
adanya ketentuan tersebut, rumah S ebagai,iastitlist yang
memberikan layanan kesehatan dan bertanggung jawab atas tindakan
medis serta pengawasan tenaga medisnya harus bertanggung jawab atas

kelalaian yang terjadi oleh tenaga medisnya.

52 Syamsyu, Zulhasmar, dan VennySulistyawati. “Pertanggujawaban Perdata Seorang Dokter
Dalam Kasus Malpraktek Medis.” Lex Jurnalica 8, No. 3, 2011, him 271

53 Tawaris, Thegra. “Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian
Tenaga Medis.” Jurnal Lex Et Societatis 5, No.3, 2017, him 87
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Corporate Liability adalah doktrin yang diterapkan dalam rumah
sakit, yang memiliki implikasi hukum agar rumah sakit dapat
bertanggung jawab atas kewajibannya dan segala peristiwa yang terjadi
di dalamnya. Doktrin ini mewajibkan rumah sakit untuk mengontrol
dan mengawasi segala aspek yang terkait dengan pekerjaan
bawahannya guna meminimalkan terjadinya kerugian akibat kelalaian.

ngg jawab_rumahsakit adalal\mengganti kerugian yang diderita
oleh pasien akibat kelalaian angﬁi‘\%kan oleh tenaga medis.

Mengenai tanggung jawab

kesehatan, diatur=ra —s didalam=tn Nomor 44
Tahun 2009 Ten Ru ‘ i sal 46, yang
-

0 3 : erhadap semua
g d|t|mbulkan atas Relaletan yang dilakukan oleh tenaga

"N KARAWANG

Yang asien berhak menggugat dan menuntut Rumah

ah Sakit akibat kelalaian tenaga

Sakit sebagai institUsifyang paungi tenaga kesehatan, atas kerugian
yang dialami pasien, yang dia kKan 0 alaian tenaga kesehatay
2. Hubungan Hukum Rumah Sakit, Tenag d cnerima
Pelayanan Kesehatan
a. Hubungan Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien

Pola hubungan antara rumah sakit dan pasien terjadi jika pasien

sudah berkompeten (dewasa dan sehat akal), sedangkan rumah sakit

hanya memiliki dokter sebagai pekerja. Kedudukan rumah sakit adalah
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sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya
berfungsi sebagai pekerja yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah
sakit.** Dalam hal ini, kedudukan rumah sakit adalah sebagai principal
dan dokter sebagai agent. Sedangkan kedudukan pasien adalah sebagai
pihak yang wajib memberikan kontra-prestasi.

Sedangkan pola hubungan hukum antara tenaga medis dengan

'Denen pan  kesehatan (pasjén) merupakan hubungan yang

didasarkan atas kepercayaan dari terhadap dokter yang disebut

dengan transaksi terapeutik.>® Transa ;’ i terapeutik merupakan hubungan

layanan kesehatan iSifal-tain=mefupakan-findakan medik
ptara tenaga medlu i ‘ h receiver).%
\ ubungan yan la 3 kal paternalistik ini
e
KAR AWﬂ NGaI kontraktual

yang bersifatiitinspanningsverbintenis” yang merupakan hubungan

—

ada p

hukum antara dua suk hukum,(pasien dan dokter) yang berkedudukan

sederajat melahirkan hak ™€ ewa bagi__para__pi ang
bersangkutan.” Hubungan hukum i esuatu

(kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan hukum itu

%% Noor M Aziz, Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, him.37

5 Nadya Said, Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit, Legal
Opinion, vol. 4, no. 4, 2016, him. 5

56 Al Purwohadiwardoyo, Etika Medis, Kanisius, Yogyakarta, 1989, him. 14

5 Hermien Hadiati koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum
Dalam mana Dokter sebagai salah satu Pihak), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, him 36
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berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya
(menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien.s®

Dalam pemberian pelayanan kesehatan atau medis agar dapat
berjalan dengan baik diperlukan adanya asas-asas pelayanan kesehatan.
Asas-asas dalam pelayanan kesehatan juga digunakan sebagai suatu dasar
atau rambu yang harus diperhatikan oleh penyelenggara kesehatan dalam

“ha ini assakit untuk™meminimalkan konflik yang kemudian dapat

9

terjadi antara pasien dengan rimah

Terdapat asas-asas yang mengasari penyelenggaraan pelayanan

kesehatan sebagai Pagian dari pemibanguna seperti yang
rtuang pada kete pasal=pa g Nomor 39
\ 2009 tentang n = g Nomor 44 Tahun

\
SO KARAWANG -

yaitu asas keadilam¥yang kemudian dijadikan acuan atau dasar dalam

penyelenggaraan pelayana ghatan. Keadilan dalam Undang-Undang
Kesehatan mempunyai arti “oalaa pe ggaraan keseh rus
dapat memberikan pelayanan yang adil da & lapisan
masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau, hal ini termuat dalam

ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan yang

menyebutkan bahwa:

%8 |bid. him. 37

% Ayu Sa’idah, Kebijakan Formulasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tidak
Memberi Pertolongan Pertama Kepada Pasien Gawat Darurat Oleh Penyelenggara Pelayanan
Kesehatan, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, him.78
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1) Dalam keadaan darurat, fasilias pelayanan kesehatan baik
pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan
kecacatan terlebih dahulu.

2) Dalam keadaan darurat, fasilias pelayanan kesehatan, baik

pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau

aiiata uang muke :i
Dalam pasal sebelumnya, y sal 28 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Tentang Kesehatan, diseb

memperoleh pelaya_ esehatan ya
ga berhak untuk ndungl d:
elayanan kesehatan.

mudian, Pdsar=a@egyat— pu"" - : entang Rumah

NGKARAWANG >

memberikan ayafan gawat darurat sesuai dengan kemampuan

fkan bahwa setiap orang berhak

setiap orang

inasi dalam

Sakit

pelayanannya. Sementasa ittiidalam Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang tentang Rumah Sakit dijelaska etiap rumahgsakit juga
wajib memberikan pelayanan kesehatan bag anayawa pasien
dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Dalam menjalankan tugasnya, rumah sakit juga harus
mengedepankan nilai-nilai  keadilan, persamaan hak, dan anti

diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang tentang

Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa rumah sakit harus
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diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan,
etika, dan profesionalitas, serta mempunyai fungsi sosial.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terdapat hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pasien maupun tenaga
kesehatan, baik dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

entangrRumah.Sakit. ::
b. Hak dan kewajiban pasien, ten sehatan, dan fasilitas pelayanan

ang 36 Tahun 2009 tentang

kesehatan Menurut Undang-U

Kesehatan
Berdasarkan S ili ehatan, akses
mber data, an, bermutu, dan

diperlukan,

: mRﬂWANGSGhm yang

ggung jawab, serta informasi tentang data

lingkungan

seimbang da

kesehatannya. Sela 8 menyatakan bahwa pasien berhak
menuntut ganti rugi atas perbuatan yang imbulkan kerugian akibat
kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang ilanya..Sementara itu,
kewajiban pasien hanya diatur secara umum dalam Pasal 11 dan 13, yaitu
untuk berprilaku hidup sehat dan turut serta dalam program jaminan
kesehatan.

Kewajiban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan

diatur dalam Pasal 9-13, 23, 24, dan 27 ayat (2). Kewajiban tenaga
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kesehatan antara lain adalah untuk melaksanakan upaya kesehatan,
meningkatkan derajat kesehatan, turut serta dalam jaminan kesehatan
sosial, memiliki izin dari pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan,
mematuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan
kesehatan, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur, serta
berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan
Yang imilikiseSementara™ kewa':::an fasilitas pelayanan kesehatan
adalah untuk menyelenggarakan pel n gawat darurat.

Tenaga kesehatan juga memi i hak, seperti hak mendapatkan

imbalan dan perll tugas sesuai

engan profesinya

rakan upaya

anan kesehatan.
rsecara khusus
bagaimania, befituk kKARgAWANG pasien, begitu
juga dengan dantkewajiban rumah sakit dalam pemberian pelayanan

kesehatan.

Dari pembahasan dre dala ayanan keseh rus

diselenggarakan berdasarkan prinsip keadrfanidimana.penilaian*terhadap
penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan apakah
hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Hak dan kewajiban pihak
penyelenggara pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan keduanya saling melengkapi dan

seimbang untuk mencapai tujuan keadilan.
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Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah
menjelaskan sebagian besar hak-hak yang dimiliki pasien, termasuk hak
untuk mendapatkan akses sumber data, hak untuk menerima pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, hak untuk menentukan
sendiri jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, hak untuk lingkungan
yang sehat, hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan
Yang i ag.dan bertafiggung jawak, hak atas informasi tentang data

kesehatan dirinya, dan hak untuk rﬁ ganti rugi atas perbuatan yang

dalam pelayanan kesehatan yang

diterimanya

Namun, Unu 36 Ta 2 sehatan tidak
\; atur secara le S : n yang seharusnya

di oleh Seors - yaoa-pe g=peTayanan kesehatan.

Undang=Bnde mAWRNG pasien secara

lebih umum, ajiban sebagai seorang manusia untuk menjaga

kesehatan dan turut Sefta,dalamiprogram jaminan kesehatan.

a. Hak dan kewajiban pasi€ naga Kes an,.da ilitasgpelayanan

kesehatan Menurut Undang-Undang Ne 44T ahun.2009 tentang
Rumah Sakit

Undang-Undang Rumah Sakit mengatur hak dan kewajiban

pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit. Berikut adalah hak dan

kewajiban pasien dan rumah sakit menurut undang-undang tersebut;
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1) Hak Pasien, tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:

a)

b)

d)

h)

)

Memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pasien,
tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
Memperoleh layanan yang bermutu, manusiawi, adil, jujur,
dan tanpa diskriminasi.

Memperolehtayanan yang efektif dan efisien.

Mengajukan pe gacihs kualitas pelayanan yang

didapatkan.

Memll
keingi a.
Memln

KARAWANG

eh privasi dan kerahasiaan mengenai penyakit

dengan

t yang dideritanya

zin Praktik

yang did
Menerima info
kesehatan.
Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang
akan dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Didampingi oleh keluarganya dalam keadaan kritis m.
Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang

dianutnya.
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3)
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k) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya.

I) Mengajukan usul, saran, atau perbaikan atas perlakuan
Rumah Sakit terhadap dirinya.

m) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai
dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

n) Mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap Rumah Sakit
apabila diduga-memberikan pelayanan yang tidak sesuai.

0) Mengeluhkan pe ayzﬁv}igmah Sakit yang tidak sesuai

dengan standar pelayana /

Kewajiban_ien,_ uang._dalam- P
Nomor 44 Ue ah
a) Menaaa n ) d a
ngkap mengenai

CHARAWANG

C) mbayar biaya yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit.

ang-Undang

h Sakit.

Hak Rumah¥Sakit, ang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 44 Tahtin,2009te gpRumah Sakit:

a) Menentukan jumlah, jenis,™@ 0€r daya
manusia sesuai dengan kualifikasi Rumah Sakit.

b) Menerima imbalan jasa pelayanan.

c) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
mengembangkan pelayanan.

d) Menerima bantuan dari pihak lain.
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Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
Mendapatkan perlindungan hukum.

Mempromosikan layanan kesehatan.

Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan
rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit

nendidikan.

ajiban rumah-sakit, tiuang dalam Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 n 2009 tentang Rumah Sakit:

a)

d)

9)

Memberikan informasi/jyang benar tentang pelayanan

Rumah=Sakit képada iz syarakat.
Memb : n, bermutu,
antldls dé an mengutamakan

KARAWANeGamen

mampuan pelayanannya.

Berperanakt am memberikan pelayanan kesehatan
pada bencana, sesuaidengda ampuan pelayan a
Menyediakan sarana dan pela bagi. ma at tidak

mampu atau miskin.
Menetapkan, melaksanakan, dan mempertahankan standar
mutu layanan kesehatan di Rumah Sakit.

Mengelola rekam medis pasien dengan baik dan benar.
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h) Menyediakan fasilitas dan prasarana yang memadai untuk
pasien.

i) Melaksanakan sistem rujukan untuk pasien yang
membutuhkan.

J)  Menolak tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi

dan etika kedokteran.

Memberikan taformasi ﬁng jelas, benar, dan jujur tentang
hak dan kewajiban pasjen:

Menghormati dan melin

Mema
Memil : dan
penang '

“SK‘A&R‘RWANG“ e

q) Menyus da glaksanakan peraturan internal Rumah

ngi hak-hak pasien.

Sakit (hospital by
Ketentuan lebih lanjut terkait denga jiban.pasien rumah
sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan Pasien..

Menurut penulis, Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan berjalan

dengan baik apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam

pelaksanaannya melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan
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dengan sebagaimana mestinya, agar kemudian dapat terwujud
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berlandaskan keadilan
sebagaimana amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit mengenai tugas rumah sakit. Sehingga para pihak
yang terlibat juga dapat menerima hak-hak yang kemudian menjadi hak

yang seharusnya para pihak terima baik bagi pasien, tenaga kesehatan,

Thau ilitas pelayanarmke ehatangumah sakit).
. Perbuatan Melawan Hukum™Rum it

Perbuatan Melawan Hukum ( H) dalam arti sempit adalah

erbuatan yang melafgga
enal seperti Linde
ge Raad. PMH

tetaprjugassetiap perbuate

kesusilaan“dals KARﬁwmt dan terhadap

benda milik orar

kasus yang
H diperluas

ran undang-undang,

Dalam Pasal 136 data disebutkan bahwa setiap perbuatan
yang melanggar hukum dan ebabka gian _kepadag@rang Jain
mewajibkan pelaku perbuatan yang salah tersei mengganmtifkerugian
tersebut. Dalam hal pelayanan medis, perbuatan melawan hukum bisa

terjadi baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian seorang dokter

dalam bertindak atau tidak bertindak. Kerugian yang dialami pasien harus

60 Suharnoko dalam Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan
Hukum dan Wanprestasi”, 2012, Repertorium,Vol. | No. 2.
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benar-benar diakibatkan oleh kesalahan pelayanan medis dan harus
dibuktikan dari perspektif ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Untuk mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum,
ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi:

a. Adanya Kerugian

Pasien harus mengalami kerugian, Kerugian bisa berupa materiil
ataui ekial, dan kedua-jenis kegligian ini dapat digugat oleh pasien
atau keluarganya. Besaran ilaﬁan yang dapat digugat tidak

tapi hakim akan menilai dan

ditentukan oleh undang-undang,
menentukannya bérda: elayakan da ada. Dalam

Putusan Nomor :

\
b

dapat bahwa

elalaian rumahsakit.

x KARAWANG ™ ™~

kesengajaan‘dan Kelalaian. Kesengajaan terjadi ketika seseorang dengan

en mengalami

sengaja melakukar bua ang bertentangan dengan aturan yang

berlaku. Dalam konteks pefe engajaan be eogang
dokter dengan sengaja melakukan tindake ngatidak sesua@lr dengan
standar operasional prosedur atau standar profesi dokter, dan akibatnya
merugikan pasien.

Sementara itu, kelalaian terjadi ketika kesalahan terjadi akibat
ketidaksengajaan, kurang hati-hati, atau kesalahan lain yang

menyebabkan akibat buruk terhadap pasien dan merugikannya. Dalam
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kasus kelalaian, meskipun tindakan tidak dilakukan secara sengaja,
tetapi tetap menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi pasien.
Kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian
dapat menyebabkan pasien mengalami kerugian, dan dalam konteks
perbuatan melawan hukum, dokter atau pihak yang bertanggung jawab
harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat
eksebut. Dalam._proses/tukum, bukti yang cukup akan
diperlukan untuk menentuka api}:z)salahan terjadi secara sengaja

enetapkan kewajiban mengganti

kerugian yang dia Gbatkan oleh perbuatan-fe tersebut.
Dalam ko , P bange | san Nomor :
Pdt.G/2018/P im ' pat a pasien mengalami

Ran rumah sakit.

S“'KARAWRNG

dapafiymenuntut ganti rugi terhadap seseorang yang

atau karena kelalaian, serta untuk

melakukan perbuatamimela ukum, terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi menurut Pasal 136 Perde glain_harus ad alahan
dalam perbuatan, syarat kedua adalah ade aubungankawsal antara
perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh pihak lain.
Artinya, kerugian yang dialami oleh pihak lain harus timbul
sebagai akibat langsung dari perbuatan yang merupakan perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh orang tersebut. Jika terbukti

bahwa perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung
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menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang melakukan
perbuatan tersebut dapat dianggap bertanggung jawab dan dapat
dituntut untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
Dengan adanya dua syarat tersebut, pihak yang merasa
dirugikan akibat perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum
untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi dari pelaku
Deris ang. melanggar-hukum tghsebut. Dalam proses hukum, akan
diuji apakah terdapat kaitan ngﬁara perbuatan melawan hukum

/ k lain untuk menentukan adanya

dan kerugian yang dialami oleh pi

tanggung jawab JGkam tePRadap-patako wan hukum

ersebut.

&

sakit atau

Dalam pa Pdt.G/2018/PN.Tng,

ang dialami pasien
KAaR ﬁWAerGan oleh rumah
yang mana hakim berpendapat bahwa pasien
mengalami kerugianiberupai€acat pada mata pasien, yang diakibatkan
oleh kelalaian yang dilakukantfumah Sa
d. Adanya Perbuatan Melawan Huku
Tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum jika tidak ada
perbuatan sama sekali. Oleh karena itu, sebelum menilai apakah suatu
perbuatan melanggar hukum, harus terlebih dahulu terbukti adanya

perbuatan yang terjadi, baik itu perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
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Perbuatan aktif adalah tindakan yang dilakukan dengan gerakan
tubuh atau bagian dari tubuh. Sedangkan perbuatan pasif adalah tidak
melaksanakan sesuatu yang seharusnya diwajibkan dalam keadaan
tertentu. Dengan kata lain, tidak melakukan suatu perbuatan tertentu
yang seharusnya dilakukan.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan

en pat.hal, yaitu: ::
1) Bertentangan dengan Per Perundang-Undangan

2) Bertentangan dengan hak orf

Yang an hak oral ak subyektif

orang lain ya an, hak atas
ebebasan da ama baik. Menurut
aK yang diberikan
kKARaAWAN GJk melindungi
kepentinganny edangkan menurut V. Apeldoorn, hak subyektif
adalah suatu Ketentua pg dihubungkan dengan orang terténtu
dan dengan cara demikranimenjadrs ewenangan ditimjau
dari sudut hukum yang lain, suatu Kev
3) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yakni

kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang,

baik hukum tertulis (merupakan kewajiban hukum bagi setiap

61 Meiyers, Algemene begrippen, him. 70-98 dan 266-286.
62 Rosa Agustina, op. cit., him. 32
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orang untuk mematuhi undang-undang)®, maupun hukum
tidak tertulis.
4) Bertentangan dengan kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah norma-norma moral yang oleh
masyarakat diterima dan diakui sebagai norma hukum tidak
tertulis.** Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan norma

aRLalah semua.norma yang ada di dalam kemasyarakatan,

yang tidak merupakan hukum /kebtasaan atau agama.®°

y

pergaula atall e elitian, serta

5) Bertentangan dengan nilaglAnilai yang harus ditaati dalam

sikap hati

Kepatu orang  dalam

AARAWANG

akayorang itu berperilaku tidap patut.®®

Dalam pada Sa omor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng, hakim
berpendapat bahwa Terguge atau Tu Kit, telah_bertentangan
dengan kewajiban hukumnya sendiri, an tugas

semestinya sebagaimana amanat Pasala 4 Undang-Undang Nomor 44

tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mana hakim berpendapat bahwa

83 ], Satrio (d), Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, Citra Aditya Bakti,
Bandung 1993, him. 189

% G.H.A Schut, Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, Studiepokets Privaat recht, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1985, him. 73.

85 Mr. Mahadi, Sumber-sumber Hukum, N.V. Soerroengan, Jakarta, 1958, him. 50

% Loc. Cit.
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pasien mengalami kerugian berupa cacat pada mata pasien, yang
diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan rumah sakit.
4. Ganti Kerugian atas Perbuatan
Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat
berupa;

a. Kerugian materiil

: hwkerugian yang nyatanyata dapat dinilai dengan uang.
Kerugian materiil umumnya™~meli erugian yang diderita oleh si

penderita dan keuntungan yang serusnya ia peroleh. Hoge Raad

berkali-kali telah ahtva Pasa KUHPerdata
“tidak langsung dap tera Ji ebabkan oleh
efbuatan melangga Namus ia ak keberatan untuk

R m“KNR‘ﬂWANG S

dinyatakan balwa pelaku perbuatan melanggar hukum harus mengganti

baik kerugian yang didesita pun keuntungan yang akan diperolehg#’
Didalam Putusan Nor 72/Pdt:GI2048/PN. Tng, adagbeberapa

kerugian materil yang dicantumkan penge

peng@antian atas
uang atau harta yang dikeluarkan penggugat selama menjalani
pengobatan pada anak-anak penggugat, diantaranya, Biaya cek kondisi

mata, Biaya tiket dan visa penerbangan ke Australia dalam rangka

67 Rachmat Setiawan, op. cit., him. 21.
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mendapatkan pelayanan pengobatan yang lebih baik, biaya persalinan
anak-anak penggugat, dan lain sebagainya.
b. Kerugian imateriil atau kerugian idiil

Adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya
rasa takut, sakit, malu, atau kehilangan kesenangan hidup. Orang yang

menderita cacat dari perbuatan melawan hukum dapat meminta kerugian

mkanlpengagtga an kebutaan
menghambat
nghambat didalam
perpendapat
Di sampin al pula tiga bentuk ganti rugi terhadap perbuatan
melawan hukum, yaitu:
a. Ganti Rugi Nominal
Jika adanya perbuatan melaw seperi

perbuatan yangn mengandung unsur Kkesengajaan, tetapi tidak
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban
dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa

menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut

ganti rugi nominal.
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b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti
rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar
kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu
perbuatan melawan hukum, baik materiil maupun immateriil. Karena itu,

disebut juga dengan ganti rugi aktual.

Rugi.Renghukuman
Ganti rugi penghukuman (ﬁ've damages) merupakan suatu

ganti rugi dalam jumlah besar yang /-

lebihi dari jumlah kerugian yang

sebenarnya. Besarnyaii dkan sebagai

k diterapkan

kuman bagi si p
\ dap kasus-kas 0aja ) atau sadis, tanpa
pe ~ S|aa
mnMeR AWAJNGerugian harus
dapat membUKtikan®hesarnya kerugian. Akan tetapi karena kesulitan
pembuktian terseb Hak dapat menentukan besarnya kerugian
menurut rasa keadilan.®® Dalamshal inf;*“¢ gaundang juga batasi
penggantian kerugian yang sewenang-weng in0kang.yan ugikan
dengan menilai kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta

menurut keadaan. Bedanya, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

68 Munir Fuady, op. cit., him. 134-135
69 Rachmat Setiawan, op. cit., him. 23
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berlakunya lebih keras dibandingkan ganti rugi terhadap wanprestasi
yang lebih lembut.”

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng.
Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, diperoleh
fakta bahwa, Penggugat adalah ibu kandung dari Jared Christophel dan Jayden
Christophel.
men i epatnya pada_tanggal\ 26 Mei 2008. Proses kelahiran
dilakukan secara normal tanpa operasi caik Rumah Sakit Omni Hospital

bada saat itu Turut Tergugat ikut

Kedua bayi tersebut lahir secara prematur saat usia kandungan

Intérnasional Alam Sutera (Tergugat 1), yang

me ani proses kelahiran. ==

ua bayi kembar u
minggu’_ Berat badan Jare

Christophe

Penggugat kemuidia nJaIKRRNWWN(Glpatkan dalam

inkubator terpisah di R it selama 42 hari.

pada usia 33

sedangkan Jayden

Pada tanggal 6 Juli I memperbolehkan Penggugat untuk
pulang dari rumah sakit. Kemudian, a, tangoe AQ 2008,4P€Nggugat
membawa kedua bayinya untuk diperiksa mata o Mata Nusantara Jakarta
Barat yang saat itu ditangani oleh dr. Rini Hersetyati. Pada tanggal 4 Agustus
2008, Penggugat juga melakukan pengecekan mata kedua bayi di Rumah Sakit

Mata AINI oleh dr. Lumongga Simanjuntak.

0 Munir Fuady, op. cit., him. 135
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Kemudian, pada tanggal 15 September 2008, Penggugat membawa kedua
bayinya ke Westmead Children's Hospital di Sydney, Australia, untuk
pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh dr. Jeremy B. Smith, seorang ahli
bedah oftalmik. Pada tanggal 27 Oktober 2008, dilakukan pemeriksaan lanjutan
untuk memastikan apakah kedua bayi tersebut mengalami gangguan penglihatan,
seperti kebutaan dan mata silinder.

erdas izbukti yahg-diajukan/gleh para tergugat, diperoleh fakta
ba Pada tanggal 26 Mei 2008, lahir Zikyi Penggugat secara prematur

ggu, dengan kondisi umum yang

de perkiraan usia neonatal antara 30-32 /

Jan mengalami distressspernafasaj

le

0l

membe \

mata pasienikarena ST agterkalt] denganep angan mata yang

belum sempurna il ergugat IKAWAWANG berkonsultasi

dengan dr. Rini Herse (K), seorang Dokter Spesialis Mata. Namun,

8, s

a tanggal 01 Juli k Tergugat |

an dan merek t untuk memeriksa

karena dr. Rini Hersetiaty, Sp ang berada di luar negeri dan tidak dapat
melakukan praktek, maka Terguga menje an._a Dasi dapat
berkonsultasi dengan dr. Rini Hersetiaty, SpM (K)"pé ngga iy2008, saat
usia pasien telah mencapai 6 minggu.

Sebelum tanggal 07 Juli 2008, tepatnya pada tanggal 06 Juli 2008,
Penggugat mengajukan permohonan agar pasien dapat pulang dengan alasan
urusan keluarga. Selama proses pemulangan pasien, dr. Andy Sugoro, SPA,

sebagai dokter pengganti (karena Tergugat | sedang menghadiri Kongres Nasional
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Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Surabaya), dan tenaga kesehatan di
Tergugat 1l (Rumah Sakit Omni Alam Sutera) telah mengingatkan Penggugat
untuk melakukan konsultasi mata dengan dr. Rini Hersetiaty, SpM (K) sesuai
jadwal yang telah ditentukan. Namun, Penggugat tidak melaksanakan konsultasi
tersebut.

Pada tanggal 28 Juli 2008, saat melakukan kontrol imunisasi, Tergugat |
baru 1engete i v, Pengguoat. tidak /melaksanakan pemeriksaan mata
ter p Pasien. Tergugat | kemudia mi:zhkan Penggugat untuk segera

bri itu juga, namun permintaan

melakukan pemeriksaan mata Pasien pada f

ters tidak diindahkan=gf ggadat—>pe melakukan
peme n mata terhada da ) 08. Hal ini
menunj ahwa Penggu l enindaklanjuti saran

dan reko ang dIDEr q eterlambatan

GKAkﬂ ﬁWAN’G terjadi akibat

Tindakan medis yang dilakukam@leh Tergugat | terhadap Penggugat seSuai

penanganan mee

ketidakseriusan Penggt

dengan standar medis yang berlaku. Juga perikan informasiFedukasi
kepada pasien mengenai pemeriksaan mata, dan pe aRWaktudpemeriksaan
mata telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan kaidah ilmu
kedokteran, khususnya Standar Pelayanan Medis Kesehatan Anak Edisi | 2004
oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang menetapkan bahwa pemeriksaan mata

pada anak bayi lahir prematur dilakukan pada usia 6 minggu.
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Berdasarkan hal-hal di atas, tindakan yang diambil oleh Tergugat I dan
Tergugat Il sesuai dengan standar operasional prosedur dan kaidah ilmu
kedokteran. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya
ditolak.

Penggugat telah melaporkan dugaan malpraktik oleh Tergugat | dan
Tergugat Il kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya. Namun, penyidik Kepolisian
es penyldikan pada tanggal 16 November
i Hﬁnenunjukkan bahwa tidak ada

éh Tergugat | maupun Tergugat II.

3 "": ukim=yang=dilanggar oleh
anan tersebut

suai dengan standar

emmmwmcda'm

erdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi

Majelis
ini. Menurut Pasal 1
untuk dapat menganggap s sebagai perbuatan melawan hukum.
Keempat syarat tersebut meliputi:

a. adanya pelanggaran hukum;

b. adanya kesalahan;

c. terjadinya kerugian;

d. dan adanya hubungan kausalitas.

Pada tahun 1887, Molengraf dalam sebuah karangan yang diterbitkan

di majalah Rechtsgeleerd Magazine menjelaskan bahwa perbuatan melawan
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hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak hanya mencakup pelanggaran
terhadap undang-undang, tetapi juga melibatkan perbuatan yang bertentangan
dengan norma sosial dan norma-norma lainnya. Hal ini diterima dalam
yurisprudensi pada tahun 1919. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum
tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga;

a. bertentangan dengan kewajiban hukum;
D, i akhak subyektif.orang lain;
. melanggar kaidah tatasusita; %

spatutan, ketelitian, dan sikap hati-

o

d. serta bertentangan dengan asas

hati. = = ———N
d
D ) m

Penggugat mengUd ) aFatan Dokter
An pnesia tahun 20 . )09 enyatakan bahwa
bayi yano, lahir dengan DeTatskeaagy da | an sebagai
Bayi Berat ‘ak ndamnwnﬂ G1eriksaan mata

untuk mengevaluasipkemumgkinan Retinopathy of Prematurity (ROP) pada

at-a

usia 4 minggu atau sela a usia koreksi 34 minggu. Sebagai
dokter spesialis anak, Tergugat at | pada_StandargPelayanan
Medis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (ID aRg.Menen bahwa
bayi berusia 4 minggu atau usia koreksi 32-33 minggu harus diperiksa untuk
gejala ROP atau gejala prematuritas organ mata.

Berdasarkan surat keterangan lahir dan akta kelahiran yang diajukan
sebagai bukti, anak-anak Penggugat, Jared Christophel dan Jayden

Christophel, dilahirkan pada tanggal 26 Mei 2008. Dalam rentang waktu dari
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tanggal kelahiran hingga tanggal 6 Juli 2008 saat anak-anak Penggugat
meninggalkan Rumah Sakit Omni, masa perawatan kedua anak tersebut
berlangsung selama 42 hari atau 6 minggu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat | tidak dapat dituduh
melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan PPM IDAI tahun 2009.
Pemeriksaan mata pada bayi premature pada saat usia 6 minggu sebelum

01! amkemudian “menjadi minggu setelah tahun tersebut,
upakan rekomendasi yang d|rikﬁhli Dr. dr. Rinawati, R. Sp.A
)- Selain itu, bukti yang diajukan jugd {/menunjukkan bahwa pada tahun
D4 sudah ada Standar Medis_Ikesehata dikeluarkan

engan mempeU [l g diajukan, masa
perawat ] Mg 42-hafi-a ’ erta fakta bahwa

T KARRWAN"G“ e

Hakim berpendapatiba ergugat | tidak melakukan perbuatan melawan

hukum.

Majelis Hakim mempe 9angka i Jan 4RP*8" yang
menyatakan bahwa kedua anak Penggugat I3 dengam@Perkiraan
usia 30-32 minggu. Hal ini juga dikaitkan dengan bukti TI,TII-12 yang
menjelaskan bahwa Tergugat 1 memerintahkan agar kedua anak Penggugat
dikonsultasikan dengan dr. Rini, Sp.M pada tanggal 1 Juli 2008, tetapi karena
dr. Rini, Sp.M sedang berada di Hong Kong, jadwal konsultasi ditunda

menjadi tanggal 7 Juli 2008.
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Majelis Hakim berpendapat bahwa penundaan jadwal konsultasi oleh
Tergugat | dari tanggal 1 Juli 2008 menjadi tanggal 7 Juli 2008 tidak
melanggar Standar Pelayanan Medis Kesehatan Anak Tahun 2004. Standar
tersebut menetapkan bahwa pemeriksaan mata untuk kemungkinan
Retinopathy of Prematurity (ROP) dilakukan pada usia 6 minggu.
Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Ketetapan No.
: ‘ 009/Dit Reskrimum/tentang dugaan malpraktik medis,
anggal 16 Nopember 2009 oleh ﬁan Daerah Metro Jaya yang

1ienghentikan penyidikan terhadap Tergugdt | karena tidak cukup bukti. Oleh

ena itu, Tergugat | ti {ak-ferbukEEmelakuKan-pe an hukum.
Namun, Majelis m ndape 3 Rumah Sakit
@] \ Sutera) seba enge ' : sehatan bertanggung

jawab A\ perinta : o Ilaksanakan.
Meskipun driR D.M KkAﬂeAWﬂNG ini seharusnya
tidak menjadi hambatanibagi kedua anak Penggugat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yangmbaik pdang-undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan menegaska ahwa A Sakit  memidikl™ tugas

memberikan pelayanan kesehatan perorangar e arena
itu, Tergugat Il dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Menurut penulis, Tergugat 1l
telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kriteria perbuatan

yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, maka Tergugat II,
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yaitu pihak Rumah Sakit Omni Alam Sutra harus
mempertanggungjawabkannya hadapan hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga meninjau Surat Permohonan Audit
Medik No. 002/Wadir.111/1V/2009 tentang Pembahasan Kasus Pasien dan
Kesimpulan Audit Medik Rumah Sakit Omni Alam Sutera terkait kasus
Pasien Bayi Kembar N.J. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa audit
ersebut rekupakan buktiyang cukup untuk membuktikan sangkalan

gugat Il bahwa mereka tela mikan pelayanan terbaik. Audit
rsebut merupakan audit internal dan -,-‘-

arusnya dilakukan oleh auditor

ependen.

»

Setelah memper S
B

ut Tergugat ti J :

yang te : aglal ) -kedUugea arena itu,

WRRWANQG( tidak terbukti

melakukan perbua elawan hukum.

berpendapat

kait dengan keadaan

dalam kapa$s

Majelis Hakim uskan bahwa Tergugat Il terbukti

melakukan perbuatan melawan m_dal3 a_ini. Oleh enafitu,

terhadap petitum yang dimohon Penggugat dip ngkan.sebagaifberukut:
a. Terhadap petitum yang agar Majelis Hakim agar menerima dan
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim
berpendapat jika petitum tersebut berhubungan dan tergantung

dengan petitum lainnya.
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b. Menyatakan secara sah dan terbukti bahwa Tergugat Il telah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara segera
dan sekaligus kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar
Rp. 671.540.043,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat
puluh ribu empat puluh tiga rupiah)
lajeli im mempertimbangkan kerugian materiil atas Jared
istopel yang dimohon olé liigt dan memutuskan untuk
fan berikut:

a. Biaya perawat_red_ istopel di Alam Sutera
sejumlah Rp. 5 .356,= tidak fl i a merupakan
ewajiban Peng

‘KARAWANG~ ™

da dikabulkan berdasarkan bukti pembayaran yang

1)engabulkannya dengan ketentuan-ketent

13.350.00

dilakukan oleh Penggugatidan keterangan saksi yang diberikan @leh
Wibisana, Wiwin Supriya erta S edo Bastian

2008-

c. Biaya terapi dengan Prof. Abdurah
2009 dan 2010-2015 tidak dapat dikabulkan karena tidak disertai
dengan bukti yang cukup.

d. Biaya terkait dengan visa Australia, paspor Australia, tiket
penerbangan Qantas, dan biaya akomodasi di Australia untuk tahun

2008-2009, sejumlah Rp. 77.900.000,- dapat dikabulkan berdasarkan
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bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan keterangan
saksi yang diberikan oleh Wibisana, Wiwin Supriyana, serta saksi
Alfredo Bastian.

e. Biaya sekolah khusus anak (Kyriakon) untuk tahun 2010-2012 dan
sekolah tuna netra (Rawinala) untuk tahun 2014-2017, serta uang

pangkal, tidak dapat dikabulkan karena tidak disertai dengan bukti

Dengan demikian, Majeli Hak'i'r/\‘sgemutuskan untuk mengabulkan

g diajukan oleh Penggugat atas

ebagian dari klaim kerugian materiil ,;f

a Jared Christopel ..... /ang ada jumlah yang

dibayarkan oleh ga puluh juta

ima puluh ribu

pangkan sebagai

KARAWANG

den Christopel di Omni Hospital Alam Sutera

berikut;
a. Biaya pe
sejumlah Rp. 57°868.687=itidak dapat dikabulkan karena merupakan
kewajiban Penggugat.

b. Biaya terkait dengan Klinik Mata RumaheSakit Mata
AINI, dr. Najib, dan Klinik Mahendra, sejumlah Rp. 11.650.000,-
dapat dikabulkan berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh

Penggugat dan keterangan saksi yang diberikan oleh Wibisana dan

Wiwin Supriyana.
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c. Biaya terapi dengan Prof. Abdurahman di Bintaro untuk tahun 2008-
2009 tidak dapat dikabulkan karena tidak disertai bukti yang cukup.

d. Biaya visa Australia untuk Jayden Christopel pada tahun 2008
sejumlah Rp. 2.700.000,- dapat dikabulkan berdasarkan bukti
pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan keterangan saksi

yang diberikan oleh Wibisana, Wiwin Supriyana, serta saksi Alfredo

'*mlkan untuk Jayden Christopel

dalah sejumlah Rp.11.650.000,- + Rp2.700.000,- = Rp. 14.350.000,-

pat belas juta tiga rafiistima paluh Fibl Fapiah). iaya tersebut

C 5, maka keseluruhun ya gat Il adalah
Sej s\. Rp. 91.250.000; 4, 2 R 5.600.000,- (seratus
Iimaju ratus ripu rop e
Terhadap titurKWRAWAN Gajelis Hakim

menghukum Para*fesgugatwuntuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.

Keseluruhan biaya yang dapa

2.000.000.000,- (dua rug Majelis Hakim berpendapat bahwa
selama persidangan berlangsung;“Reagguga mengajukan ti dtau
rincian yang dapat membuktikan adanya kertugianmminaterial.seésar yang
dinyatakan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
Oleh karena itu, petitum ini ditolak oleh majelis hakim.

Didalam uraian diatas, dijelaskan bahwa Tergugat Il atau, Rumah
Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutra, terbukti telah melakukan

tindakan Perbuatan Melawan Hukum, karena menurut pertimbangan hakim,
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Rumah Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutra telah bertentangan
dengan kewajibannya, yang mana hal tersebut merupakan tindakan melawan
hukum juga sesua Doktrin yang dikemukakan oleh Molengraf.

Selain itu, penulis juga berpandangan bahwa, ada ketidakjelasan
Standart Operating Procedur (SOP), di Rumah Sakit Omni Internasional

Hospital Alam Sutra atau tata kelola Rumah Sakit yang kurang baik.

langka Pasal 4 dang-ﬁang Rumah Sakit menyebutkan
wa;

Rumah ~ Sakit mempunyai tugas m /
rorangan secara parlpurna .

Didalam Pasal Rumah sakit
cbutkan bahwa be

wak i, —Qaan aga an a uti-pelayanan. kesehatan

berikan pelayanan kesehatan

di Rumah 2bagai acuan dalam motepe paszen s

KARAWANG

“Setiap Rumah Saki (1 gyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan
tata kelola klinis yang ba

Serta di pasal

Jika sesuai dengan Rujuka ng dib Aw0leh Tergugatgh™ baliwa

pada tanggal 1Juni 2008 pasien harus diperiksa atan.matan Rumah
Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutra, kepada dr. Rini Hersetyati
sebagai dokter spesialis mata di bawah naungan Rumah Sakit Omni

Internasional Hospital Alam Sutra, akan tetapi dr. Rini Hersetyati sedang

berada di Hongkong.
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Seharusnya Rumah Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutra,
memiliki standar pelayanan, jika salah satu Dokternya berhalangan untuk
melakukan praktik, serta memiliki manajemen dan berkoordinasi yang baik.
Rumah Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutra, tidak mampu
memfasilitasi atau tidak memberikan Dokter pengganti ketika Dokter yang
menjadi rekomendasi rujukan, berhalangan hadir. karena ketidak jelasan

ajeme elayanan tersebut ada di fawah naungan Rumah Sakit Omni
ernasional Alam Sutra, Maka hal teﬁenjadi tanggung jawab Rumah

akit Omni Internasional Alam Sutra.

Selain itu, me
gat |, Seharusny
Te | atau pihak r

ketidak'tahtan, karena KUTa nasi-terseu fakibatkan rujukan

aKAkRA’WﬂNGa e

2PdC asien.

akukan oleh

baik dengan

ini Rini Hersetyati,

yang dibe
berakibat kerugia

Serta, ketika Tergugat | tahmbahwa dr. Rini Hersetyati, sedang tidak
melakukan praktik, Tergugat | haruSmya cepe perikan rekomem@lasi Jain,

an arsediaan

dalam tempo yang tidak terpaut jauh dan tere
Dokter spesialis mata, mengingat urgensi yang dialami pasien.

Kelalaian tenaga kesehatan, didalam pasal 46, Undang-Undang
tentang Rumah Sakit menyebutkan;
“"Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian

yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Rumah Sakit”.
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Oleh sebab itu, menurut Penulis, tergugat Il atau Rumah Sakit

Internasional Omni Alam Sutra seharusnya dibenbankan hukuman yang jauh

lebih memberatkan oleh Majelis Hakim.




